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1. PENDAHULUAN
Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selaras dengan RPJMD tahun 2025-2029 untuk menjamin kesesuaian, kepastian hukum dan sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pemantauan peninjauan serta analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan bupati tentang RENSTRA tahun 2025-2029;
  II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentanng Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahuan 2025-2029;

 III. HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
 ASPEK KEWENANGAN DAN LEGALITAS
  Secara prinsip kewenangan bupati dalam menetapkan peraturan bupati tentang RENSTRA perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepnjang renstra dimaksud merupakan penjabaran teknis dri RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
ASPEK SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENYUSUNAN 
1. Struktur ranperbup pada umumnya telah mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Masih diperlukan penyesuaian redaksional pada konsideran menimbang dan mengingat agar mencerminkan urgensi dan dasar hukum penyusunan renstra
3. Perlu konsistensi penggunaan istilah dan penomoran pasal;
ASPEK SUBSTANSI
1. Substansi renstra perangkat daeragh telah mengacu pada visi,misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029;
2. Iindikator kinerja dan target kinerja  pada beberapa PD masih memerlukan penyelerasan dengan indikator RPJMD;
3. Program kegiatan perlu dipastikan selaras dengan tugas dan fungsi PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. ANALISIS DAN EVALUASI
        Secara yuridis, melalui Peraturan Bupati Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
     Laporan hasil pemantauan Peraturan Bupati Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah pada tahaun berikutnya. Dengan perbaikan berkelnajutan, diharapkan tujuan Pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.



                                     

